BABII

TINJAUAN UMUM WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Wali Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Wali Nikah.

Wali artinya orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin
atau melindungi dalam perkawinan. Maksudnya ialah orang yang berkuasa
mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.'?

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali
yang bersangkutan apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak
sebagai wali. Adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak
dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang
lain.

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan itu tidak sah apabila
dilaksanakan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yakni laki-laki yang
baligh, dan adil. Sesuai dengan hadist Nabi:

" et oJy 9 7 & oy e Bt Lo Bt g JB o 1 o
Artinya:

“dari Ibnu Abbas: Rasulullah Saw. Bersabda : tidak sah pernikahan
tanpa disertai dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

12 M Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), h. 9
13 Ali Ibn Daruqutni, Sunan Daruqutni, fil. I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 136.
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Sebagian ulama yang menganggap wali itu hukumnya sunnah. Jadi
untuk lebih mempermudah penjelasan ini penulis akan menguraikan tetang
wali nikah menurut para ulama figh.

1) Wali menurut Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali.

Imam Syafi’i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali rukun
dalam suatu pernikahan. Mereka berpendapat bahwa setiap akad nikah
harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil,
janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Hal ini didasarkan

pada hadis Nabi sebagai berikut :

-
L

Gl ) oy el dit o alli 0y 6 : 06 @ T ) Lo 125
M ol @S gy 03y ik K e
Artinya :
“Dari Aisyah r.a Rasulullah Saw. Bersabda: Apabila seorang
perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal”.
Imam Malik berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu
perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.
Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan
wanita, Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling
berhak adalah wali agrab (dekat) kemudian wali ‘sb’ad (jauh), jika
tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali

hakim). Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan seluruh

" Isa, bin, Abi Isa Muhammad bin Suratal Mutawafi, Sunan at —Turmudzi, b. 339
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kerabat nasab dari ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan
anaknya mengawinkan ibunya.'®
2) Wali menurut Mazhab Hanafi.

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus
dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurutnya seorang wanita yang
sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad
perkawinannya tanpa adanya wali.

Hal ini didasarkan pada firman Allah surat A/-Baqgarah ayat 232:

au,.g.wtu.a,a.mmj,ay&u,utfuwad

Artinya :
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya.” (Al-Baqarah [2]: 232)

Kemudian didasarkan hadis Nabi: '°

G el B lay le Bt o G O Logs B oy e it o
o2 1 J G g 515 G B OB 50T ) m i

Artinya:
“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwasnya Nabi Saw, pernah
bersbda: janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada
walinya, dan perawan itu diminta restunya dalam urusan
perkawinan sedangkan restunya adalah diamnya.”

13  Masykur A.B, Figih Lima Mazhab Cet VI, (Jakarta : Lentera, 2001), 345-349.
Mushm, bin, Abi Husain Al-Hajjaj, Shahih Muslim Jil II, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1992),h. 594.
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Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi

menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai wali nasab, termasuk

zaw al-arham. Menurutnya yang mempunyai hak ffbar adalah semuanya

dan bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu

adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.'’

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari

orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat

hubungan darahnya. Jumhur ulama’ seperti Imam Maliki, Imam Syafi’i,

mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah,

bukan dari garis ibu. Lebih jauh, Imam syafi’i mengatakan tertib wali

sebagai berikut:

a.

b.

Ayah;

Datuk, ayah dari ayah;

Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja;

Saudara laki-laki ayah, paman;

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tidak ada
sebapak saja;

Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4;

Paman dari bapak (adik dari kakak);

Anak laki-laki dari poin 7;

' Masykur A.B, Figih Lima Mazhab Cet VII, (Jakarta : Lentera, 2001), h. 346-348.
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i. Paman dari kakek;
j. Anak laki-laki dari poin 9,
k. Dan bila semuanya itu tidak sah, perwalian beralih ke tangan hakim
(Wali Hakim)."®

Para ulama’ berselisih pendapat dalam membagi macam-macam
kekuasaan perwalian. Menurut Abu Hanifah, bahwa perwalian dibagi
menjadi tiga macam yaitu perwalian atas orang, perwalian atas harta dan
perwalian atas orang dan harta.'” Sedangkan Malik bin Anas membagi
perwalian menjadi dua macam, yakni perwalian umum dan perwalian
khusus. Perwalian khusus adalah perwalian yang ditetapkan atas orang
tertentu. Sedangkan perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan
hanya karena Islamnya saja. Oleh karena itu dalam garis besarnya
perwalian itu dibagi atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas
orang dalam perkawinannya. Perwalian atas orang dalam perkawinan,
inilah yang dibahas dalam skripsi ini.

Di dalam kitab figh lima mazhab, perwalian dalam perkawinan
adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar’i atas segolongan manusia

yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan

'8 Afif Muhammad, Figh Lima Mazhab, Cet XVIII (Jakarta : Lentera, 2007), 347-348
" Wabah Az-Zuhaili, a Figh al Islam Wa Adilatuhu, Jilid IX, (Damarkus : Dar al Fikr, 1997),h. 691.
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tertentu pada orang yang dikuasainya itu demi kemaslahatannya
sendiri.?
2. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:
pertama: wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan
perempuan yang akan kawin. Kedua: wali mu’thig, yaitu orang yang menjadi
wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
Ketiga. wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya
sebagai hakim atau penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat dikalangan
ulama’. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas
dari Nabi, sedangkan Al-Qur’an tidak membicarakan sama sekali tentang
siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama’ yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah,
dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama. wali dekat atau wali garib, yaitu ayah dan kalau tidak ada
ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak
terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan
anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari

anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir.

2 Masykur A.B, Figh Lima Mazhab Cet. II, (Jakarta : Lentera Basritana, 1996), h, 345
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Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu
adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk
memberikan persetujuan. Ulama’ Hambaliyah menempatkan orang yang
diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai
ayah.

Kedua. wali jauh atau wali ab’ad: yaitu wali dalam garis kerabat
selain ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, kerena anak menurut ulama
jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak,
bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya
sebagai wali hakim. Adapun wali ab’ad adalah sebagai berikut:

a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
¢. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
d. Anak saudara laki-laki seayah; kalau tidak ada pindah kepada
¢. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
f. Paman seayah, kalu tidak ada pindah kepada
g- Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
h. Anak paman seayah.
i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.
Ulama’ Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik scbagai

ashabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab, termasuk zau/
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arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan
kakek, tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan dikawinkan
itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda
dengan pendapat jumhur ulama’, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya
yang akan kawin.

Ulama’ Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang akan
ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya,
bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini
menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam
kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama’ Hanafiyah
golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan
menempatkannya dalam kategori wali.?’

3. Syarat-syarat wali nikah.
Para ulama’ bersepakat bahwa orang-orang yang menjadi wali nikah

harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
a) Orang mukallaf atau baligh;

Orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya, sesuai dengan hadis Nabi Saw:

‘rahua,d,mu.,uyd\ "”':,;fusg;uw;z,.w\é,
7 (¥ oly ) ol 5>

A Amu' Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 75-76.
2 As. San’any, Subulus Salam, Dar Ihya’ at-Turost al-araby, juz I, (Singapura-Jeddah : Al-Harmoni,
1960), h. 168
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Artinya :
“Diangkat hukum itu dari tiga perkara : dari orang yang tidur
hingga bangun, dari anak-anak hingga ia mimpi (dewasa), dari
orang gila hingga ia sembuh. (H.R Arba’ah).
b) Islam.
Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk
muslim. Hal ini berdalil dari Firman Allah dalam surat ali-Imran ayat 28
i o o S R ) xR 08 0 LA B Y
b
Artinya : ‘
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi
wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat
demikian, niscaya lepasiah ia dari pertolongan Allah. >
¢) Berakal schat.
Hanya orang yang berakal sehatlah yang dibebani hukum dan dapat
dipertanggung jawabkan perbuatanya. Sesuai hadis Nabi diatas tadi.*
d) Laki-laki
Para ahli figh berbeda pendapat tentang masalah wanita sebagai
wali nikah. Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa
tidak sah suatu perkawinan apabila wanita yang menjadi walinya dan

tidak sah pula pernikahan apabila wanita yang menikahkan dirinya

sendiri (tanpa wali).

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 77
% Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cet IV, (Yogyakarta :
Liberty, 1999), h. 43
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Imam Abu Hanifah berpendapat sah suatu perkawinan yang
walinya seorang wanita atau wanita yang menikahkan dirinya sendri.”
Pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i dan Ibnu Hambali berdasarkan

hadis: %6

z -0
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Artinya:
“Wanita itu tidak sah menikahkan wanita yang lain dan tidsk sah
pula wanita menikahkan diirinya sendiri, Sesungguhnya wanita

pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri”,
(H.R Ibnu Majah).

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis yang
berbunyi : 2’

ww..,}-i W oy e it o o) O Lagee iV ooy bt ot 8
(,1....1,,)Lyt;:pty:g3rg:..u3usu;§.:n3 &)

Artinya :
“Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh (ayyim) lebih berhak
atas dirinya sendiri dari pada walinya dan gadis itu dimintakan
izin dari padanya (dalam perwalian) dan izinnya adalah diamnya*“
(H.R Muslim).

Berdasarkan hadis di atas Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum

25
Ibid h. 43.

2% Ibnu Majah, As-Sunah Ibnu Majah Juz I, Hadis no : 1882 (Dar Al-Kutub : al-Iimiyah, t.t), h. 606.
' Muslim, Shahih Muslim Juz II, (Beirut Lebanon : Darul Kuthub Ilmiyah, 1992), h. 1037.
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dewasa. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh
mengawinan dirinya sendiri.

e) Orang merdeka.

f) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering
terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Ulama’

Syiah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam Perkawinan.?®

B. Macam-macam Wali.
Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim,
dan wali maula.
1. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan
wanita yang melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat
perbedaan pendapat diantaranya:?’
a. Imam Syafi’i
Berpendapat pada ashabah, yakni bahwa anak laki-laki termasuk

ashabah seorang wanita, berdasarkan hadis Umar r.a sebagai berikut:

ol of coiaf & ool 1 {63 5 85 03y 3y 3100 Ay

28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesis, h. 77-78
® Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 95-96
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Artinya:
“Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau
orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa.”
b. Imam Malik
Sedangkan Imam Malik tidak menganggap ashabah pada anak,

berdasarkan hadis Ummu Salamahr.a:
5@;@;..,{.’:57 L’g:g;;zf,iﬁg; i o (1 ol
Artinya:
“Sesungguhnya Nabi Saw. Menyuruh anaknya (vakni anak ummu
sallamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau. “

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali agrab (dekat) dan wali
ab’ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali agrab adalah wali
nomor 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ab’ad. Jika nomor 1 tidak ada,
maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab’ad, dan
seterusnya.

Adapun perpindahan wali agrab kepada wali ab’ad adalah sebagai
berikut:

1) Apabila wali agrab-nya nonmuslim,
2) Apabila wali agrab-nya fasik
3) Apabila wali aqrab-nya belum dewasa,

4) Apabila wali aqrabnya gila



30

5) Apabila wali aqrabnya bisw/'tuli.>
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 dijelaskan:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu dihalukan dari kelompok yang lain sesuai erat-
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek
dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua,kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki
seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat,kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai
wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang
hanya seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih
tua dan memenuhi syarat-syarat wali.>!

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi, Rasulullah Saw.

Bersabda : 3
anl oty 85N b Jy OBILIE oy el B Lo @t @t A0t O
(e A1y arle culy 39915 o
3 1bid, b. 97

3 dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 74
32 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abuy Daud, Jil. IT, (Beirut : Dar al-Kutubi al-Iimiyah, 1994), h. 229
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AmnyaiMaka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang
tidak ada walinya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-
Turmuzi).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah
(Assultan), khalifah (pemimipin), penguasa (Raiyyisun), atau gadi niksh yang
diberi wewenang oleh kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali
hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat
diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-
orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika
dalam kondisi-kondisi berikut :

a. Tidak ada wali nasab

b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab’ad;

¢. Wali agrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari

perjalanan;

d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;

e. Wali aqrabnya ad/a/

f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)

g. Wali agrabnya sedang ihram;

h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan



32

i. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak
ada*?

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus

untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang

tidak mempunyai atau yang akan menikah itu berselisih paham dengan
walinya.3*

Kemudian dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam yang mengatur
tentang wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1 dan 2
yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali nikah baru dapat bertindak

sebagai wali nikah dan ada putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.’

. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau istri.
Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami
mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat
bapak/saudara untuk manikahkan saya dengan si... (Calon istri dengan

mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang. ” Setelah itu,

¥ Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 97-98
* Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam cet I, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 216.
¥ Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan KHI, (Jakarta : Arkola, 1999), h. 81
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calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu
menjawab, “Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila :
a. Wali nasab tidak ada,
b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak

ada wakilnya disitu; dan
c. Tidak ada Qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).
4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya,
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada
dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud
perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah
kekuasaannya.>®

Diceritakan dari sa’id bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia
berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang
meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang
yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya,” Apakah berlaku
juga bagi diri saya?’’ ia menjawab.” Ya. “lalu kata Abdur Rahman, “kalau

begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”

3 Tihami, Fikih Munakahat, h. 99
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Malik berkata, andai kata seorang janda berkata kepada walinya.
“nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan
dirinya, atau lelaki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka
sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.”
Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Al-Laits, Al-Tsauri, dan Al-
Auze’i. \

Adapun Imam Syafi’l berkata: “orang yang menikahkannya haruslah
hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh.
Wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan
dirinya sendiri sebagai penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Tbnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi’i dan Abu Dawud, ia
mengatakan bahwa kalau masalah ini digiaskan dengan seorang penjual yang
tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak
benar. Sebab, jika seorang dikuasakan umtuk menjual suatu barang lalu
membelinya sendiri asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh. Ia
berhujjah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anasr.a:
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Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah memerdekakan sofiyah lalu

dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya

serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing. ”
(H.R Bukhari).”

3 Tihami, Fikih Munakahat, h. 100



35

Demikian tindakan Rasulullah Saw. Beliau menikahkan bekas budak
perempuannya dengan beliau sendiri, sedangkan beliau merupakan sumber

hukum bagi yang lain. Selain itu Allah swt. Berfirman :
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Artinya :
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianys dan
Allah maha luas (pemberinya) lagi maha mengetahui.” (Q.S Al-Nur
[24]:32)
Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan
budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling

rela di antara keduanya.*®

C. Peran Wali Dalam Pernikahan
Dalam perkawinan, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya yakni
apabila tidak terpenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah sebagai berikut:

38 Ibid, h. 101
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Artinya;
Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya
batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima
mahar sekedar manghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (tidak
memberikan izin) maka wali hakim (pemerintahlah ) yang wajib menjadi
wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali.
Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:
B EF N MH 29 ey ade & Jo N 0 e it ) 508 ) o
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Artinya:
“Tidak boleh scorang wanita menikahkan wanita, dan tidak boleh wanita

menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang pezina dia
menikahkan dirinya sendiri.”

Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, memang tidak ada yang
menyebutkan tentang wali sama sckali. Namun dalam Al-Quran ada ayat lain
yang berbicara tentang perlunya wali dan keputusannya yang seksama, misalnya
berkenaan dengan seorang perempuan “fayyibah” yakni seorang wanita yang
sudah sangat mendambakan adanya suami. Al- Quran menyarankan dalam surat
al-Baqarah ayat 221, “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,

sebelum mereks beriman. (al-Baqarah [2] : 221) Ayat ini ditujukan kepada para

3 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, jil. IT, (Beirut : Dar al-Kutubi al-Iimiyah, 1994), h. 229,
* Yazid, bin, Abin ‘Abdullah Muhammad bin yazid, Sunan Ibou Majah, jilid 1 (Beirut :Dar al-kutub
al-‘Iimiyah), h. 606.
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wali yang tidak boleh memberikan izin menikahkan dan diwakilkan anak-anak
mereka dengan seorang lelaki musyrik.*!
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia menceritakan; Rasulullah saw telah

bersabda :

(e dly ar Lo ooty 305 g oy S N &S Y

Anmzta;’c;!ak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali.” (HR Abu Dawud,
Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasan kan hadis ini).

At-Tirmidzi menambahkan : “Bahwa para ulama dari kalangan sahabat
Nabi seperti Umar bin khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah
dan lainnya berpegang pada hadis ini. Demikian pula juga dengan para fuqaha
dari kalangan tabi’in, dimana mereka mengatakan : pernikahan tidak sah tanpa
adanya wali. Di antara mereka itu terdapat Sa’id bin Musayyab, Hasan Bashari,
Syuraih, Ibrahim An-Nakha’i, Umar bin Abdil Aziz dan lainnya.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-
Auza’i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishak. Wali
dimaksud adalah ayah kandung, saudara, kakek, paman dan putera paman
meskipun hubungannya jauh. Akan tetapi, hubungan yang lebih dekat adalah

lebih diutamakan. Begitu pula dengan seorang penguasa dapat menjadi wali,

bagi yang mengangkatnya.*?

“' A. Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan Cet I, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1996), h. 254.
“2 Abdul Goffar, Figh Wanita (edisi lengksp), (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kaustar, 2007), h. 386



Jika seorang wali yang tidak hadir di tempat ketika ada laki-laki yang
sckufi’, meskipun ia berada di tempat yang tidak jauh, maka kedudukanya
adalah sama dengan orang yang tidak (ma’dum) dan hakim adalah wali bagi
orang yang tidak mempunyai wali dan pasangannya yang ingin menikah dengan
menunggu kedatangan wali yang sedang bepergian, maka yang demikian itu
merupakan hak mereka, meskipun dalam waktu yang cukup lama. Tetapi jika
tidak ada keridaan, maka tidak ada alasan yang mengharuskan menunggu
apalagi jika dikaitkan dengan hadis Rasul:
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Artinya:
“dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi saw. berkata tiga perkara yang
tidak boleh diakhirkan jika sudah tiba saatnya, diantaranya adalah
seorang janda jika sudah datang laki-laki yang sekufu’ (untuk
dinikahinya)” (H.R Turmuzi).
Demikian pentingnya peranan wali dalam suatu perkawinan sehingga

wali nikah dalam perkawinan dikategorikan dalam rukun Perkawinan.

D. Syarat Pernikahan Dengan Wali Hakim.
Wanita yang telah siap untuk menikah dengan pilihannya namun
terhalang oleh wali yang harus ada untuk sahnya suatu perkawinan atau wali

yang berhak untuk menikahkannya itu berselisih paham sehingga harus menunda

4 Isa’ bin Abi Isa Muhammad bin Suratal Mutawafi, Sunan at-Turmuzi, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), h.
313
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pernikahannya itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 menyebutkan: “Akad
nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.
wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Dari pasal itu memungkinkan bahwa wali hakim bisa bertindak sebagai
wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali yang enggan
atau adfal. Jadi hanya keputusan Pengadilan Hakim Agama yang bisa
memastikan tentang wali ad/al. Berbeda déngan wali yang ada ditempat jauh
apabila wali yang lebih dekat berada ditempat yang jauh dan tidak dapat hadir
untuk menikahkan putrinya. Dan jika dilakukan tanpa adanya izin, maka akadnya
Mauquf atau digantungkan sambil menunggu sampai ada izin dari wali yang
lebih berhak. Menurut ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah bahwa wali yang ghaib,
apabila telah kembali tidak boleh menolak atau mengingkari pemindahan hal
wali tersebut.

Berbeda halnya dengan pendapat ulama” Syafi’iyah beliau berpendapat
bahwa épabila wali ab’sd menikahkan seorang wanita kemudian wali agrabnya
datang, maka walinya batal. Apabila wali agrabnya tidak ada di tempat, maka
hak untuk menjadi wali tidak dapat berpindah kepada wali ab’ad tetapi harus
dinikahkan oleh hakim.

Adapun hakim yang dimaksud adalah berdasarkan perintah Menteri

Agama bahwa wali hakim itu harus Kepala Urusan Agama yang mewilayahinya
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dan syarat bagi wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan

adalah :

1.

2.

Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

Wali Mafyud (hilang), tidak tentu keberadaanya.

Wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan
dia tidak ada.

Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul gasri (sejavh
perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 Km.

Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.

Wali adlal, walinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.

Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

E. Prosedur Pernikahan Dengan Wali Hakim.

1. Prosedur perkawinan dengan wali hakim

Adapun tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim
adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Permohonan wali hakim karena ghaib

1) Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk

2) Permohonan hendaknya menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan
usaha-usaha mencari telah dibuat laporan seperti laporan polisi syarat
sumpah atau pengesahan penghulu

3) Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim

4) Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP

5) Menyerahkan foto copy KTP dan akta nikah ibu

6) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan
rujuk

7) Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor
kepada KUA
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b. Permohonan wali hakim karena wali nasab jauh :

1) Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk

2) Permohonan hendaknya mengemukakan  bukti-bukti yang
menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada di tempat yang
sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu
93,5 km.

3) Membeli formulir permohonan wali hakim

4) Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan

5) Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon

6) Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)

7) Ikarar ibu dihadapan pegawai pencatatan nikah dan rujuk

8) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatatan nikah
dan rujuk.

9) Sumpah syar’/ di hadapan pegawai pencatatan nikah dan rujuk (bagi
yang bersangkutan).

10) Apabila ada keraguan, pegawai pencatatan nikah dan rujuk hendaklah
melaporkan kepada kepala KUA kecamatan.

11) Teruskan ke pengadilan agama berkenan untuk tindakan selanjutnya.

c. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada

1) Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk

2) Membeli formulir permohonan wali hakim

3) Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP

4) Menyerahkan salinan KTP ibu jika ada

5) Ikrar ibu di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk

6) Ikrar saksi

7) Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidakadaan wali
nasab

8) Sumpah syar’i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk bagi yang
bersangkutan

9) Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor
kepada KUA

10) Teruskan ke pengadilan agama untuk berkenan untuk selanjutnya



